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KABUpATEN TANA roneun rairun enc,oenaru ioiz
DENGAN RAIIMAT TUIIAIT YAITAG MAIIA ESA

BUPATI TAITA TORAJA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2O1 dan pasal 202ayat (3) Peraturan Menteri Dalam tV"g.l f,fo_or-i5Tahun 2006 tentang pedoman pengeloLan X.rure"n
r_raeran sebagarmana telah diubah beberapa kali terakhirdengan peraturan Menteri Dalam rv"g..i rvir-., i iiir'""2011 tentang perubaha! Kedua Ata's p".ui"r." -fr{"liLi
Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 t.";;;i,;;;;;
Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentua" b":t"" l;;i;;maksimal Spp-Up dan Spp_GU ditetapd'A;i;
peraturan kepala daerah serta batas j"-fil p."g.iuu"
SPP-TU .harus mendapar perserujuan i".t ppX'O'a'.i"i"
memperhatrkaJr rinciaan kebutuhan dan *""k,,penggunaan;

b. bahwa penertiban dan pengajuan Spp_Up, Spp_CU daiSPP-TU ditakukan oleh UenAlf,lrapengeluaran/bendahara pengeluar"" p"-U..rt, -r.riiil
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasapengguna anggaran melalui ppK perangkai daerah dalamrangka pengisian uang persediaan, g""; 

".;; ;;;"J;;oan ram oaian uang persediaan;
c. lahya berdasarkan perrimbangan sebagaimanaormaksud huruf a dan huruf b, perlu menitapkanPeraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah

::r.r_1: 
P:Jm iltaan pem bayaran Uang pers'ed iaa n {S pe-U;;.

:^T:t^ 
permintaan pembayaran Ganti Uang persediaan

ISPP-GU) dan Surar perminkan pembayarai TambahanUang Persediaan (Spp-TU) di Lingkungan p.;;il;;i;
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 20 17;

E:

tI

Menimbang:



t.Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 renranpP-embenrukan Daerah-daerah fi"gf.ri fi-0, Srf.*".i
Ll:mgara: Negara Republik lndonesi-a Ta}run f SSgl.lirn;/.+, ramDahan L,€mbaran Negara Republik lndonesiaNomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg renranePenyelegaraan Negara yang Ae.sil Oa"- BeU;";r.i
^urupsr, Koiusi dan Nepotisme (Irmbaran Negara

^ 
Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 renranq KeuansanNegara (Lembaran Nega-ra Republik i";;;"i;;;'f;;2003 Nomor 47, Tambahan I_"i"U*"" f,f.g*.' O.;;r;Indonesia Nomor 4296);
4. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO4 rentano

I_.I?:"0*Ti"" Negara (Lembara" N"g*" d;;;i;flnoonesla 'lahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
_ I"g9r. Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor l5 Tahun 2OO4 renranpPcmeriksaan pengelolaan dan Tan ggun gjaw.b K.;;;;#

Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenlansPemerinrahan Daerah (tembaran Negara R;;iii

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambali-an f,e-ta.".,
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) setagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir a.ns"" Urra";n_
Undang Nomor g Tahun 20t5 tentung eeru-Uut a., XeJu'aatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambihan Lembara.,
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

T.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangal Keuangan Antara pemerintah pusat dai
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentangPembentukan peraturan perundang_Undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun iO t I Noi,o.
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambaian

_ _ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 ientang

Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraai
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, teAkhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone-sia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang pirubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat:



Meretapkatt

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun
2UUU tentan_g pokok_pokok pengelolaan Keuarlgan Daerah(L€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja fihun ZOO8r.{omor z, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor f i"h;;;O;;tentang perubahan aLas peraturan Daerah Kubup;t;;Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokokts;;'k
P.engelolaan Keuangan Daerah llemb"aran D;;;;i.

._ Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 liomor S);
14. Peraturan_ Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor ll

lli"l ,_116 tentang Anggaran pendaparan dan BetanjalJaerah lahun Anggaral]. 2OlZ;
15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentangPenjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TORA*'A TENTANG
Ip]vprApAN BArAs JUMLAE suner penilriiieli
PEM-BAIARAN UANG PERSEDIAAN tspp-upi...iu*.P-E-RIUINTAANPEMBAYARANGANTIUiiICPIi'iSE-Offi

!-s.p_p-lcu) DAN SURAT PERTuTNTAAN p;fi;--;ffi;
IlypllrAr{ UANG PERaEDTAAN (i6_rfi-;;
illr", ji,rX$gI^ilTTr{rAHKABUpAreuiNie-ibne.il

Pasal I

l:"::ri. &m,#":i+x*$imaksud 
den gan :

' ff,.ffit i}-"1ft*f.T1?1n- liaerah vang selanjutnva disinskat ppKD
seranJurnya ai"eb.,t aerrp"r{1 

pengelolaan keuangan daerah yang

ilfl af ilx1il;;;dff#^f;8,:":-i53"m. *:?*"lL:. *i:;
'ii${:r"-'t}x,3ff .::,J#il:'ff*T;"H'"sHl"i:.?i,.;l*

4. Pengguna Angga.ran ada.lah ranggaran untuk melaksanjjj-*".t *'n"t"t*.kewenangan penggunaan

- daeratr yang dipl",ri",i""l"* tugas pokok aan fringsi perangkar

" [:ffi*']H""".t:fff""u:.311 peiabat yang diberi kuasa unruk

. *',:*:'l:*::".H;:ff 'j:::lT-"H, #:l5;Hlo,a'€8*'n da,am

, Ul:lHi" triffi'*'{}i,ff ,:'Htii$:iil*;*:*x:
;:m.xi*ruhBil,:Hil,:{,.Tit::"H:t"#1",.i:i. j],.?:f
..ng[up.ruE",,?inffiH;1j"'*r:l]]*ioo*]il.oo""jadairahdaiam



8. 
Y,lll I*:". adalah sebagian dari perangkat daerah yarrg melaksanakansatu atau beberapa proArarlr.

9, Surat Permint"^r, eir.r"buy*.r, yang selanjutnya disingkat Spp adalahdokumen yang diterbitkan 
. 
rr.i, pEirr.t j,rij i.i".r.,'ilii_,e"*"u 

",."pelaksanaan kesiatan/bendahrr; ;.d"i;;?;-'.,fiii*' ,,,.,,g.irtu,,permintaan pembayaran,
10. Surat Permintaan pembayaran Uang persediaan yang selanjutnyadisingkat SPP-Up adalah dokumen "yang arai"f.".r'oLi bendaharapengeluaran untuk perminta* ,"rg i"uta te4a yang Uersitatpengisian kernbali (revolving) yang ti-dak dapat ditat<iria"n aenganpembayaran langsung.
, , 

?,ll3l,t.IT:taar.pembaya_ran Ganri Uang persediaan yang setanjutnyadrsrngkar Spp-cu adalah dokumen yang diajukan 
-olef, 

bendahaiapengeluaran 
_untuk permintaan pengga.rtiai uan-g persediaan yang tidak

- ^ dapat dilakukan dengal pembayaran langsung.,, l-yIi! -rermi1j1an. 
P.T!3yg-." _Tambahan- Uang persediaan yarg

selanJutnya disingkat Spp_TU adalah dokumen yang diajukan 
-olei

bendahara pengeluaran untuk permintaan tambatian -uang 
persediaan

guna melaksanakan kegiatan perangkat daerah yang bersifit mendesak
dan tidak dapat digunakan untuli pembayar.., 1^.rg"l_,rrg dan uang
persediaan.

(1) SPP UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
(2) Uang persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

belanja pegawai non gaji, belanja barang dao jasa dan belanja modal
selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ke

^ 
tiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintih ke-rja.'

(3) Uang persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yangmenurut ketentuan peraturan perundalg_undang"r, h".r" diajuka;
dengan SPP-LS.

(4) Batas Jumlah Spp-Up dan Spp-GU merupakan batasan tertinggi yangdiajukan oleh Bendahara pengeluaran perangkat aaerah -lepaai
Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran rielalui ppK_perangkat
daerah.

(5) Penetapan batas jumlah Spp-Up diherikan kepada masing_masingperangkat daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkai
sebagaimana tercantum dalam lampiran plraturan"Bupati ini.

Pasal 2

Pasal 3

(l)Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi Spp_Up
kepada. Bendahara Pengeluaran pembantu yang ada pada" perangkat
daerah/ Unit kerja perangkat daerah.

(2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara pengeluaran pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakin atas persetujuan
Pengguna Anggaran.



Pasal 4

Pasal 5

(1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dalam waktu
penggunaan.

(2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat

ditunda;
b. Digunakan paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan

Dana (SP2D) diterbitkan;
c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada

pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan

untuk:
- Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal yang telah di

tetapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Apabila ketentuan pada huruf (c) tidak dipenuhi, perangkat daerah
yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang
persediaan pada Tahun Anggaran Berkenaan.

(1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola
' 'oLn o.g.tti"""i Perangkat baeian 1orO1 mencapai sekurarg-kurangnya

8Oo/o dari realisasi jumlah SPP-UP.

1z) eenggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud- ayat (1) ditandai
" a""[I" penge;han laporan pertanggungiawaban bendahara

pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP sebelumnya'

Pasal 6

Batas Eaksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas
Bendahara Umum Pengeluaran sebesar Rp. 2S.OOO.OOO,OO (Dua puluh
Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

Pada saat Peraturan BuDati ini mulai berlaku, peraturan Bupau TanaToraja Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Batas Jumlah SuratPermintaan pembayaran Uang perseJiaarr tsdi_Upi Srr", pe.*incaan
f;yuuv1."1ca"g uans (spp_au), aan ser_iu ii ffir.Jiel, p"rr,.rirt"r,
Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatalan tid"k L;;i;' '





Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAIA,

Diundangkan di Tana Toraja
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TOR.A"'A,

SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR

Ditetapkan di Makale
pada tanggal // 'Jzu<Lea / eorl

AENICODEMUS



LCMPIRAN P, ERATURAN BUPATI TANA TORAJA_N_OMOR: TAHUN 2017IENTAN.: 
ifilBltlll. .*r. JUMLAH 

'ERMTNTAANo"*r,r'ffiio r^il"1r?r^1i??,fl N g;1- uq, s unai
nrnseo-,aorr.1se-rlCi.,]-;ii,Ju*;"IJIr,"ytX$
PEMBAYARAN rerrreAHAN Iii.rt,,""ns.oraoro(spp,ru)^_-. Dl r.rNoiurclr'" pEMERTNTAH
KABTUnATEN rar,Ia ToRAJA_.iiuuN. axooanar

NO KODE
ORGANISASI ITAMA OPD

JI'MLAH
MAKSIMAL

SPP.UPISPP-GU

I 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
2.324.575,ooo

2 DINAS KESEHATAN
2.749.069,250

3 1.O2.O2 RUMAH SAKIT UMUM
LAKIPADADA 2.a41.686.458

4 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG 1.323.251.283

5 1.04.01
olrves penuut
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

HAN RAKYAT

6 1.06.01 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 454.766.667

7 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN
105.513.333

1.08.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
96.333.333

9 f . i0.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 176.890.OOO

10 1 1 1 0 1

PEMBERDAYAAN

PERLINDUNGAN

DINAS

ANAK

11 1. 12.01
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA 70.125.OOO

12 1.13.01 DINAS SOSIAL
118.250.OOO

13 1 . 14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI 51.114.583

l4 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH 66.666.667

15 1.16.0i
INAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

D

45.328,333

1.02.01

1.243.101.333

8

PEREMPUAN DAN
77.083.333



l6 1.17.01
49.7o4,167

l7 1.18.O1 DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

I8 1. 19.01
69.658.333

1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH L,243.7L7.6t7
20 t.20.o4 SEKRETARIAT DPRD

896.675.OOO

2t i.20.05
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.610.613,333

1.20.06 INSPEKTORAT DAERAH
405.112.500

23 r.20.o7
AN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

BAD

1a7.175.OOO

24 1.20.08 BADAN PENDAPATAN
DAERAH 123,70L.L67

I .20.O9 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 72,666,667

26 1.20. 10
KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

27 t.2l.o7 DINAS KRTAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN 248.833.333

t.22.O7
NAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN
LEMBANG

DI

29 t.26.Ol DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP 52.401.583

30 1.25.O1 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 31.808.333

31 2.01.01 DINAS PERTANIAN
1.444.675.OOO

2.O4.Ot
LSL.29t.667

33 2.06.O1 DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN 118.361.667

34 r.20.14 KECAMATAN MAKALE
108.590.o00

35 1 .20. 15 KECAMATAN MAKALE UTARA
64.333.333

36 1.20.16 KECAMATAN MAKALE
SELATAN 53.125.OOO

37 r .20.77
59.250.OOO

229.625.0,00

DINAS KEBUDAYAAN

93.70s.ooo
KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN
LINMAS

19

22

2A

79.496.767

DINAS PARIWISATA

KECAMATAN SANGALLA'



38 1.20. 18 KECAMATAN SANGALLA'
UTARA 66.687.5()()

39 1.20.t9 KECAMATAN SANGALLA'
SELATAN 66.565.667

40 \.20.20 KECAMATAN MENGKENDEK

41 1.20.21 KECAMATAN GANDANGBATU
SILLANAN

42 L20.22 KECAMATAN SALUPUTTI 69.831.167
43 t.20.23 KECAMATAN REMBON

71.308.OOO

44 t .20.24 KECAMATAN MALIMBONG
BALEPE' 80.890.833

45 t .20.25
64.L29.167

46 t.20.26 KECAMATAN KURRA
65.258.333

47 t.20.27 KECAMATAN
BONGGAKARADENG

48 1".20.2A KECAMATAN RANO
61.783.333

49 r.20.29 KECAMATAN BITTUANG
78.370.833

50 1.20.30 KECAMATAN MASANDA
60.29L,667

51 1.20.31 KECAMATAN SIMBUANG
68.675.OOO

52 t.20.32
73.584.500

BUPATI TANA TORA.'A,

NICODEMUS BIRINGKANAE

151.385.8sO

77.420.OOO

KECAMATAN RANTETAYO

65.279.594

KECAMATAN MAPPAK


